GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja
Pemerintah Aceh Tahun 2022;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4871);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1774);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 70);

17.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun
Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun
Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan

Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018
Nomor 7);

18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh 2013
Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
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19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2013
Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun
2019 Nomor 9);

21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-
2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78
Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi
Khusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018
Nomor 114);

22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas

Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019
Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
ACEH TAHUN 2022.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun
dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022 memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi Aceh;
b. prioritas program Aceh;
c. rencana Kkerja; dan
d

pendanaan dan prakiraan maju termasuk didalamnya arah

kebijakan umum dan program pembangunan Aceh Tahun
2022.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam
menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh
(Renja SKPA) Tahun 2022;

b. pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.

c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dalam
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun
2022.
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Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Juni 2021
19 Dzulqaidah 1442

UBERNUR ACEHJL
L e

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3¢ Juni 2021
19 Dzulqaidah 1442

~Z SEKRETARIS DAERAH ACEHj\ .

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 28
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